
SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Meteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.
A. Thalib Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun
2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib
pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 33);

12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen
H. A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB KOTA
SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini  yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai umsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



3. Walikota Adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Direktur adalah Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh yang
selanjutnya disingkat RSUD Mayjen H. A. Thalib adalah Rumah Sakit Umum
Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Praktek bisnis yang sehat adalah menyelenggarakan funsgis organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka mengajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Investasi adalah penempatan sejumlah dan/atau manfaat lainnya yang dapat
meningkatkan kemapuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

13. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang
yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya.

14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anaggaran Perangkat Daerah.

15. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu  laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.

16. Pendapatan BLUD adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

17. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD yang sebagai pengurang nilai
kekayaan.

18. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih antara relisasi pendapatan dan belanja serta penerima dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 2

(1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih penerimaan dan pengeluaran BLUD
selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal  3

(1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas dan untuk membiayai program dan kegiatan dengan
melalui mekanisme APBD.

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagimana dimaksud pada ayat (1), adalah SiLPA
Tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk:
a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban kerja; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
a. SiLPA BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib diperoleh dari selisih lebih antara

realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. SiLPA BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib adalah sisa Kas akhir tahun anggaran
sebelumnya.

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN BLUD

Pasal 5

(1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Walikota dan Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

(2) SiLPA digunakan sesuai kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Mayjen H.
A. Thalib meliputi:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

(3) Nilai SiLPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam
perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Mayjen H. A. Thalib dengan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka
pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja,
pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.



Pasal 7

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disertai dengan rincian
rencana penggunaannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, S.H, M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006


